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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Bengkulu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai  Talak  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon,  tempat  dan  tanggal  lahir  Lahat,  18  Agustus  1988,  agama

Islam,  pekerjaan  Tentara  Nasional  Indonesia,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan

kuasa  kepada Mayor  Ferdiansyah  Gumay,  S.H.,

Penasehat  Hukum  yang  ditunjuk  oleh  Danrem

041/Gamas yang berkantor di Jln. Pembangunan No.3

Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02

Maret 2020, sebagai  Pemohon,   

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lahat, 13 September 1992, agama

Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat

kediaman  di  Bengkulu.  Sekarang  Sudah  Tidak

Diketahui  Lagi  Keberadaannya  Di  Seluruh  Wilayah

Republik Indonesia (ghoib). sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  para  saksi  di  muka

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  298/Pdt.G/2020/PA.Bn,

tanggal 03 Maret 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 November 2014, dan dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat

Kabupaten Lahat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0905/14/XI/2014

tanggal 8 November 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di Asrama Kipan A Yonif 141/AJYP Kab.Muara Enim

Prov.Sumsel selama 10 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon

dengan Termohon telah rukun baik  sebagaimana layaknya suami  istri

dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan.

3. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan

sekarang ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai

goyah,  yaitu  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon  sejak  bulan  Agustus  2015  menolak  untuk  mengikuti

Pemohon yang pindah ke Kesatuan baru di  Kipan A Yonif  144/JY

Curup Prov. Bengkulu. 

- Termohon tidak terima dan merasa kurang terhadap nafkah wajib

yang  diberikan  Pemohon  walaupun  Pemohon  telah  memberikan

seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,-

(empat  juta  rupiah)  namun  Termohon  selalu  meminta  lebih  dari

kemampuan Pemohon. 

- Termohon dan Pemohon terus-menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga. 

- Termohon  tidak  menghargai  Pemohon  sebagai  seorang  suami

yang  sah,  yakni  ia  terlalu  berani  dan  seringkali  membantah

perkataan  Pemohon  dalam  rangka  membina  rumah  tangga  yang

baik. 
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- Termohon sering menerima telepon dari  teman laki-lakinya dan

sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon. 

- Termohon selama berumahtangga dengan Pemohon mempunyai

kebiasaan  buruk  yaitu  sering  bermasalah  hutang  piutang  dengan

orang lain dan pernah menggadaikan mobil yang pernah disewa oleh

Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon. 

- Termohon sejak bulan Agustus 2015 meninggalkan rumah tanpa

seijin  Pemohon dan sampai  dengan sekarang belum kembali  dan

sejak tanggal 22 bulan Oktober tahun 2017 Termohon tidak pernah

bisa dihubungi lagi. 

- Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama

Sdr. Chairul Agus Suwandi di Lampung pada bulan Februari  2019

tanpa sepengetahuan dari Pemohon. 

- Termohon sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas

dilakukan oleh seorang Istri yaitu melakukan pernikahan dengan laki-

laki lain sedangkan status Termohon masih menjadi Istri yang Syah

dari Pemohon;  

4. Bahwa  Perselisihan  dan  pertengkaran  itu  berkelanjutan  terus-

menerus sehingga akhirnya sejak tanggal  bulan Agustus 2015 hingga

sekarang  selama  kurang  lebih  4  (empat)  tahun  6  (enam)  bulan,

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang

dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi; 

5. Bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus  tersebut  mengakibatkan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  batin  serta  telah  adanya

bukti  bahwa Termohon telah menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan

pihak Pemohon  sehingga tidak ada harapan untuk kembali  membina

rumah tangga; 

6. 6.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon

dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota TNI AD yang berdinas

di  wilayah  jajaran  Korem  041/Gamas  untuk  itu  sebelum  diajukan
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permohonan cerai ini Pemohon telah melalui proses cerai di kesatuan

Pemohon, serta dari kesatuan Pemohon sudah keluar  Surat Ijin Cerai

Nomor  :  SIC/14/XII/2019  tanggal  11  Desember  2019 yang

ditandatangani oleh Danrem 041/Gamas selaku Komandan satuan.

8. Bahwa  atas  dasar  uraian  diatas  permohonan  Pemohon  telah

memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-

Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat  perkara  ini.   Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan

mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  kepada  Termohon  Termohon  di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama Bengkulu;  dan 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa selaku Anggota TNI Pemohon telah mendapatkan Surat izin dari

atasan Pemohon Nomor:  SIC/14/XII/2019 tanggal 11 Desember  2019 yang

ditandatangani oleh Danrem 041/Gamas selaku Komandan satuan;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh  karena  Termohon atau  kuasanya yang sah  tidak  pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan  alat  bukti  surat  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0905/14/XI/2014  tanggal  8  November  2014,  yang  di  keluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa  disamping  itu  Pemohon  juga  telah  menghadirkan  saksi-saksi

yaitu:

1. Saksi  1,   umur  31  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Tentara

Nasional  Indonesia,  tempat  kediaman  di  Kota  Bengkulu,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah satu angkatan dengan Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang

anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah itu rumah tangga

mereka  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan  Termohon  karena  masalah  ekonomi,  yaitu  Termohon  selalu

merasa kurang dari penghasilan Pemohon; 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

kurang lebih 4 (empat) tahun yang lau; 

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah bersatu lagi; 

Bahwa saat ini alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa  usaha  untuk  mencari  keberadaan  Termohon  telah

diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  2,   umur  22  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Tidak  ada,

tempat  kediaman  di  Kota  Bengkulu,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan baik

hubungan darah maupun hubungan perkawinan; 

- Bahwa  setahu  saksi  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang

anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan rukun dan damai, namun setelah itu rumah tangga

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan  Termohon  di  karenakan  masalah  ekonomi  dan  Termohon

diketahui ada hubungan dengan laki-laki lain; 

- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi pernah diajak oleh

Termohon menemui laki-laki tersebut;

- Bahwa saat ini menurut informasi dari keluarga Termohon bahwa

Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat

tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah bersatu lagi; 
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- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa  pihak  Pemohon  telah  berusaha  mencari  eberadaan

Termohon tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selaku Anggota TNI Pemohon telah mendapatkan

Surat izin dari atasan Pemohon Nomor: SIC/14/XII/2019 tanggal 11 Desember 

2019 yang ditandatangani oleh Danrem 041/Gamas selaku Komandan satuan,

dengan demikian maka perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya, hal

ini  sejalan  dengan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor: 5 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mau

bersabar menanti kedatangan Termohon kemudian rukun kembali, akan tetapi

tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon; 

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya  Pemohon yang selalu

hadir  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,
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maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan  permohonan  Pemohon mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

cerai  terhadap Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup

terhadap  penghasilan  Pemohon  disamping  itu  Termohon  juga  telah  pergi

meninggalkan  Pemohon  dan  tidak  diketahui  lagi  alamatnya  dan  antara

Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih

4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, dan selama pisah

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta

Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan juga alamatnya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  untuk  menghindari  kebohongan  besar  dalam  perkawinan

Pemohon  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.)  dan dua orang saksi

yang memberikan keterangan dibawah sumpah; 

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa foto copy, dimana alat

bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga

telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-

Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f)

dan  Pasal  2  ayat  1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000  tentang

Perubahan Terif  Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah

secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  (P.)  tersebut  adalah  merupakan  akta

otentik  karena  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  maka  berdasarkan
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ketentuan  Pasal  285  R.Bg  (Pasal  1870  KUH  Perdata)  nilai  kekuatan

pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan

demikian  maka  alat  bukti  tersebut  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang,  bahwa perkara  aquo  mengenai  perceraian  maka berlaku

hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan

saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  serta  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna

mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang

telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  dianggap

cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi

keluarga dan orang-orang yang dekat  dengan  Penggugat  dan bukan orang

yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan

alasan  pertengkaran  dan  perselisihan  secara  terus  menerus  sebagaimana

dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  di  atas  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan  di  depan  sidang,  juga  keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi

mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami,

didengar,  dilihat  sendiri  oleh  saksi  serta  berhubungan dengan  dalil  gugatan

Penggugat  oleh  karenanya  kesaksian  saksi-saksi  tersebut  dapat  diterima

sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  juga  dapat  dijadikan

pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan

oleh saksi-saksi dipersidangan bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui
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alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, karenanya untuk penyelesaian perkara

ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai

mana  bukti  (P),  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama,  yang telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undantg  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  merupakan  wewenag

absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  dikuatkan

dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri  yang  sah  dan  belum  pernah  bercerai,  oleh  karenanya  maka  mereka

berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  keterangan  kedua  orang  saksi  yang

diajukan  oleh  Pemohon  tersebut  ternyata  antara  satu  dengan  yang  lainnya

saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa

yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon

dengan alat-alat  bukti  dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan

persidangan,  maka Majelis  Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam

persidangan sebagai berikut; 

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  pernah  hidup  rukun  dan

damai;

 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1

(satu) orang anak;

 Bahwa  rumah  tagga  Pemohon  dan  Termohon  terakhir  selalu

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  penyebab  perswelisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon  dan  Termohon  dikarenakan  Termohon  tidak  terima  dengan
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penghasilan Pemohon, Termohon diduga telah berselingkuh dengan laki-

laki lain;

 Bahwa  kepergian  Termohon  tersebut   hingga  sekarang  telah

berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut  antara  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi;

 Bahwa alamat Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi;

 Bahwa  Pemohon  dan  keluarga  telah  berupaya  untuk  mencari

keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri,  bahkan  Termohon  telah  pergi

meninggalkan  Pemohon  yang  hingga  sekarang  telah  berjalan  selama  lebih

kurang 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai

suami isteri karena Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan

Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  yang

tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan

kewajibannya masing-masing;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan   dalil  Al-

Qur’an surat Al-Baqarah : 227  yang berbunyi: 

علَيِمٌ       سَمِيعٌ اللهَّ فإَنِّ الطلَّقَ عزََمُوا   وإَنِْ

“Dan  jika  mereka  berazam (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka  sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan  Pasal  19  huruf  (b)  dan  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

memiliki cukup alasan, maka permohonan  Pemohon patut dikabulkan dengan

memberi  izin  kepada  Pemohon untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap

Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Menetapkan  memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk

menjatuhkan  talak  satu  roj'i terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Bengkulu; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

yang  hingga  kini  berjumlah  Rp  396.000,00  (tiga  ratus  sembilan  puluh

enam ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari 14 Juli 2020

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  23 Dzulqaidah 1441 Hijriah,  yang terdiri

dari  Drs.  Syamsuddin,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Mukhtar,

S.H.,M.H dan  Drs.  Suhaimi,  M.A. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.
Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.  Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00 
2.  Biaya Proses : Rp  75.000,00 
3.  Biaya Panggilan Penggugat 1x : Rp 75.000,00 
4.  Biaya Panggilan Tergugat 2 x : Rp  180.000,00 
5. Biaya PNBP panggilan Penggugat : Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat : Rp 10.000,00
7.  Biaya Redaksi : Rp  10.000,00 

8.  Biaya Meterai : Rp  6.000,00 
   Jumlah : Rp 396.000,00

 (tigat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
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